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BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015 maka periu
dilakukan perubal'ian APBD Tahun Anggaran 2015;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );



. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas ndang - Undang Nomor 50 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421});

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1 Y!




10.

11.

12.

13.

14.

15,

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712); {



16.

17.

18.

19.

20.

21.

a2.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165}; f



23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor A
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan

Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan  Bantuan
Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680 }; f



30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 07
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 07 J;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Menetapkan :

dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,

sebagai berikut :

1.

Pendapatan.
a. Semula Rp. 605.652.926.941.-
b. Bertambah/ berkurang Rp 116.561.889.362,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.722.214.816.303,-

Belanja

a. Semula

Rp. 615.778.161.231,-

b. Bertambah/ berkurang Rp. 161.988.957.846,81 ,-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 777.767.119.077,81,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (55.552.302.774,81,-)
Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 19.625.234.290,-
2) Bertambah/berkurang Rp 46.427.068.484.81,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 66.052.302.774,81,-

!
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b. Pengeluaran
1) Semula Rp
2) Bertambah/ berkurang Rp

. 9.500.000.000,-
1.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp
Jumlah Pembiayaan neto setelah
perubahan Rp

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp.

Pasal 2

. 10.500.000.000,-

. 55.552.302.774,81,-

0.00,-

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah :

. 32.226.400.000,-
5.542.510.362,-

. 37.768.910.362,-

. 504.677.745.000,-
91.425.460.000,-

1) Semula Rp
2) Bertambah/ berkurang Rp.
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah
Perubahan Rp
b. Dana perimbangan
1) Semula Rp
2) Bertambah/ berkurang Rp.
Jumlah dana perimbangan setelah
Perubahan Rp
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp
2) Bertambah/ berkurang Rp

. 596.103.205.000,-

. 68.748.781.941,-
. 19.593.919.000,-

Jumiah lain-lain Pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan Rp

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah :

. 88.342.700.941,-

pada ayat (1) huruf a

. 3.265.000.000,-
. 1.139.000.000,-

1) Semula Rp
2) Bertambah/ berkurang Rp
Jumlah Pajak daerah setelah
Perubahan Rp

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.
2) Bertambah/ berkurang Rp.

. 4.404.000.000,-

3.461.400.000,-
450.000.000,-

Jumlah Retribusi daerah setelah

Perubahan Rp.

3.911.400.000,- )/



(3)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-

Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah
yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 8.000.000.000,-

. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 17.500.000.000,-

2) Bertambah/ berkurang Rp. 3.953.510.362.-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 21.453.510.362,-

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :

1) Semula Rp. 15.205.769.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 0.00,-
Jumlah dana bagi hasil
setelah Perubahan : Rp. 15.205.769.000,-
b. Dana alokasi Umum
1) Semula Rp. 405.948.366.000,-
2) Bertambah/berkurang Rp 0.00,-
Jumlah Dana alokasi Umum
setelah Perubahan Rp. 405.948.366.000,-
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 83.523.610.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp_91.425.460.000,-

Jumiah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 174.949.070.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 1.250.000.000,-
2) Bertambah/ berkuramg Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Dana pendapatan lainnya
Setelah perubahan Rp. 2.250.000.000,-
. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah
lainnya :
1} Semula Rp. 10.816.382.941,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan : Rp. 12.816.382.941,-

ty



c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Rp

Rp. 48.682.399.000,-

. 16.425.919.000,-

Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus

setelah perubahan

Rp

. 65.108.318.000,-

d. Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi & Pemerintah

Daerah Lainnya
1) Semula
2) Bertambah/ berkuramg

Rp

Rp.

. 8.000.000.000,-

168.000.000,-

Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus

Setelah perubahan

Pasal 3

Rp

. 8.168.000.000,-

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan :
b. Belanja langsung
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan

Rp

.316.943.111.406,-

Rp. 22.382.749.043.81,-

Rp. 339.325.860.449,81,-

Rp
Rp

. 298.835.049.825,-
. 139.606.208.803 -

Rp

. 438.441.258.628,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a terdiri dari :
a. Belanja pegawai
1) Semula
2} Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja pegawai
setelah perubahan :
b. Belanja bunga
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah belanja bunga
setelah perubahan :
c. Belanja hibah :
1) Semula
2) Bertambah/ berkuramg
Jumlah belanja hibah
setelah perubahan

Rp. 278.804.041.190,-
Rp. 5.851.930.043,81,
Rp. 284.655.971.233,81,-
Rp. 4.285.000.000,-
Rp 365.000.000,-
Rp. 4.650.000.000,-
Rp. 4.419.500.000,-
Rp  (450.000.000),-
Rp  3.969.500.000,-

{



d. Belanja bantuan sosial :

1) Semula Rp. 150.000.000,-
2) Bertambah/ berkuramg Rp. _ 220.000.000,-
Jumlah belanja Bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 370.000.000,-

e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

& Pemerintah Desa :
1} Semula Rp. 28.284.570.216,-

2) Bertambah/ berkurang Rp. 16.895.819.000,-
Jumlahbelanj abantuankeuangankepadaProvinsi/
Kabupaten /Kota & Pemerintahan Desa

setelah perubahan Rp. 45.180.389.216,-
f. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. (500.000.000,-)
Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan : Rp. 500.000.000,-
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dart :
a. Belanja pegawai :
1) Semula Rp. 30.374.621.239,-
2) Bertambah/berkurang Rp. 5.848.629.361,-
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan : Rp. 36.223.250.600,-
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 126.887.937.562,-
2) Bertambah/ berkurang Rp. 28.469.914.051.,-
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp. 155.357.851.613,-
c. Belanja modal
1) Semula Rp.141.572.491.024,-
2) Bertambah/ berkurang Rp.105.287.665.391 .-
Jumlah belanja modal
setelah perubahan : Rp.246.860.156.415,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3)
terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan daerah
1} Semula Rp. 19.625.234.290,-
2) Bertambah/ berkurang Rp 46.427.068.484,81,-
Jumlah penerimaan
setelah perubahan : Rp. 66.052.302.774,81,-
¢/




(2)

3)

b. Pengeluaran pembiayaan daerah

1). Semula Rp. 9.500.000.000.-
2). Bertambah/ berkurang Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 10.500.000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumiah
1) Semula Rp. 2.325.291.290,-

2) Bertambah/ berkurang Rp 46.427.068.484,81,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 48.752.359.774,81,-
b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 17.299.943.000,-

2) Bertambah/ berkurang Rp 0.00,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 17.299.943.000,-
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula Rp. 2.500.000.000,-

2). Bertambah/ berkurang Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

p

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;



6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan

dan Per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah

8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi
Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10.Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya

11.Lampiran XI Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

12.Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamg#ta

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal |8 Agustus 2015

)i SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

L)

Seemcm——

SUJARNO ABD. HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015
NOMOR...5.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (7/2015);



